
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahon 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

4. Undang-CJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lerobaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam buruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 
Elektronik di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Jepara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahon 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
dan Transaksi Elektronik (Leroba.ran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

Mengtngat 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang 
baik (good governance) yang ditunjang efektifitas dan 
produktivitas kerja serta untuk tertib administrasi 
pemerintahan, maka perlu menerapkan dan 
mengembangkan Pemerintahan elektronik (e-Govemment) 
melalui 'penerapan tata naskah dioas elektronik di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANO MAHA ESA 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DlNAS ELEKTRONIK 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 1 B TAHON 2015 

PROVINSl JAW A TENGAH 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor l8 Tabun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penananaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tabun 2011 Nomor 18, Tambaban Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 16); 

12. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah ( Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 15); 

10. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2010 Nomor 17 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Dae.rah Kabupaten .Jepara, Nomor 7 
tahun 2013 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Organisaai dan Tata Kerja Dines Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerab Kabupaten Jepara 'l'Ahun 2013 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 6 ); 

11. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Kabapaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambaban Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 16 ); 

~. 'i'~a\.'l.'t"<)..'t\ \.f.,a,..~n. 'i'en.~'ja~= 1'1)-aJ:a'm.i: \\t%= o.21:n 
Reformasi Birckrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Tata Naskab Dinas lnstansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Norn.or 6 Tahun 2011 
tentang Pedoman Um.um Tata Naskab Dinas Elek:tronik di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem.erintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik; [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5348); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaJah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah, sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Jepara. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. 
6. Satuan Kerja Peraogkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adaJab Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Kantor, Satuan Polisi Pamong 
Praja, lnspektorat, Kecamatao dan Kelurahan.. 

7. Unit Kerja adalah Unit Organisasi yang berada di bawah koordinasi 
SKPD. 

8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATf TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONTK DT LINGKUNGAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN JEPARA 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tah.un 2010 tentang 
Tata Naskah Dinas di Liogkungan Pemerintab Kabupaten 
Jepara (Berita Daerab Kabupaten Jepara Tabun 2010 
Nomor6). 

17 Peraturan Daerah Kabu-paten Jepara Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembarao 
Daerah. Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2012 tentaog Organisasi dao Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Jepara (Lembarao Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembarao Daerah 
Kabupate.nJepara Nomor 8)'; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
20L2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Peodapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Ka.bupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembarao Daerab 
'i.al;)~\'la~~ .Jev~ ~om.or 7\; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Organisa.si dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja .Kabupaten Jepara (Lembaran Dae.rah 
Kabupateo Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran.Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17); 

MEMUTUSKAN: 



Ruang lingkup penyelenggaraao TNDE meliputi : 
a. media perekaman naskah dinas; 
b. bentuk dan susunan naskah dinas; 
c. penyiapan naskah dinas surat.masuk beserta alur disposisioya; 
d. penyiapan naskah dinas surat keluar; 
e. manajemen template/borang acuan; 

Pasa13 

BAB ill 
RUANO LINGKUP 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
pedoman bagi Pemeriotab Daerab dalam pelaksanaan tata naskah dinas 
elektronik. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalab untuk percepatan 
penerapan e-govennent guna mendukung kelancaran penyelenggaraan 
pemeriotahan yang efektif dan efisien, sehiogga mendorong terwujudnya 
reformasi blrokrasi pada aparatur Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

BABn 
MAKSUD DAN TUJUAN 

9. Naskah Dinas Elektrornk anaiau iruoruias- y=•I!'> -~·~ --- - 
elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau 
diterima oleh pejabat yang berwenang. 

10. Tata Naskah Dinas adaJah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsa.han, 
distcibusi dan penyimpanan nss\taI\ mnai. ~ moo.\a 'iaili. di~ 
dalam komunikasi kedinasan. 

11. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE 
adalah pengelolaan oaskah dinas secara elektronik dengan 
memanfaatkan telmologi infonnasi dao kom1mikasi. 

12. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah yang 
dibangun dengan memanfaatkan telmologi infoonasi dan komunikasi 
yang bersifat legal. 

13. lnfrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE berupa perangkat lunak 
(software) dan perangkat keras (hardware), antara lain komputer 
ioduk (server), jaringan, komputer personal (personal computer), 
pemindai (scanner), dan piranti elektronik lainnya. 

14. Suprastruktur adalah kelengkapao sistem TNDE, di sampiog 
Infrastruktur, antara lain kelembagaan, ketatalaksanaao, dan sumber 
daya manusia. 

15. Template/borang acuan adalah format naskah dinas surat baku yang 
disusun secara elektronik. 

16. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk naskah dinas 
surat, yang meliputi tanggal, nomor, perihal, pengirim, tujuan dan 
ringkasan. 

17 Koordinator Administrator adalah personil yang mengelola data induk 
peogguna dan dokumen elektronik. 

18. Administrator ad.slab personil pengelola TNDE padaSKE'D/Unit Kerja. 
19. Pengguna adalah kepala S1CPD/Onit Kerja, pejabat di bawahnya yang 

masuk dalam data induk (master data} dan berkepentingan dengan 
naskah dioas yang dikelola dengan TNDE. 



Diundangkan di Jepara 
pada tangga] ; Juli 2015 

SEKRETARlS DAERAB KABUPATEN JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 

Ditetapkan di Jepara 
pada t.a.ngga] ; JuJ.i 2015 

BUPATI JEPARA, 

CJ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenJepara. 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 2016. 

Pasal 5 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur 
kerja clan persyaratan dalam penerapan TNDE. 

(2) Spesifikasi sistem da)am penerapan TNDE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. spesifikasi yang bersifatfungsional; dan 
b. spesifikasi yang bersifat non fungsional. 

(3) Desain sistem dan spesifikasi sistem TNDE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 

BABIV 
DESAIN SlSTEM DAN SPESIFIKASl SlSTEM 

f. pengabsahan; 
g. pengamanan; dan 
h, pengirlman. 



Gambar l. Arsitektur Sist.em 
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Arsitektur TNDE adalah sistem yang terhubung dengan jaringan 
dan dapat diakses oleh semua pengguna. 
Secara umum arsitektur TNDE dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Komputer .induk (seroerj dan basis data (data base) merupakan 

infrastruktur untuk meng-instaU dan menyimpan data aplikasi. 
2. Komputer induk (seroerj dan basis data (data base) menyediakan 

aplikasi melalai infrastruktur jaringan komputer, baik intranet 
maupun internet. 

3. Aplikasi TNDE yang dlgunakan adalsh Aplikasi siMAYA yang 
disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan lnfonnatika Republik 
Indonesia. 

4. Petugas dapat melakukan pemindaian (scanning) dokumen untuk 
melakul<an penyimpanan dokumen secara elektronlk. 

5. Pengguna dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau 
perangkat komunikasi lainnya. 

A. Arsitektur TNDE. 

I. DESAIN SlSTEM. 
Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, 

alur kerja, clan persyaratan yang menjadi acuan dalam penerapan TNDE 
disesuaikan. dengan alur kerja (business process) tata kelola surat dinas 
(tatanaskahdinas) yang ada di tingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jepara. 

DESAIN SISTEM DAN SPESIFTKASISISTEMTATA NASKAH 
DINAS ELEKTRONIK 

LAMPIRAN PERATlJRAN BUP~Tl JEPARA 
Nomoc : 18 shun 2015 
Ta.:,iggal : 3 1uli 2015 



1. Surat Masuk 
a. Surat masuk diterima oleh Tata Usaha pac;!a SKPD/Unit Kerja. 
b. Tata Usaba melakukan pencatatan data agenda suralmasuk dan 

melakukan penyimpanan. 
c. Apabila surat yang diterima dalam bentuk fisik (hard copy) maka 

penyimpanan 6sik surat dilakukan dengan pemindaian [scanning) 
dokumen dan apabila dalam bentuk naskah elektronik (softcopy) 
dilaknkan unggah berkas (upload file). 

d. K.husus untuk surat masuk dalam bentuk fisik (hard copy) yang 
sifatnya rahasia maka pemindaian (scanning) dokumen tidak 
diperlukan dan pengguna tujuan surat dapat melakukan 
penanganan secaralangsung. 

e. Data agenda surat masuk tersimpan dalam basis data yang 
terpusat (tidak tersimpan di komputer lokal pengguna). 

f. Pengguna tajuan surat dapat melihat dan memeriksa data 
maupun isi surat masuk yang ditujukan kepadanya. 

g. Apabila surat masuk tersebut salah alamat, terdapat Jasilltas 
khusus unfuk mengemballkan ke Tata Usaba agar dilakukao 
penyesuaian. 

C. Alur Kerja 

4. Pembuatan Surat dengan Template 
Pembuatan surat dengan menggunakan template/ borang acuan akan 
memberikan kemudahan dan keseragaman. Sistem 1'NDE 
menyediakan suatu mekanisme yang menyatu dalam satu alur 
pembuatan agenda surat keluar. Proses melengkapi template dengan 
data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung melalui 
aplikasi penyunting teks (text editor) yang disediakan di situs (web), 
tan pa harus .membuka aplikasi lain. 

3. Dis_posisi 
Disposisi merupakan perintah atasan terbadap bawaban dalam 
menindaklanjuti surat masuk. Sistem TNDE menyediakan 
mekanisme pembuatan disposisi dan metode koordinasi antara 
pembuat dan penerima dis_posisi. 

2. Agenda Surat Keluar 
Surat keluar adalah surat yang dibuat oleh, suatu SKPD/Unit Kerja 
dan dikirim kepada SKPO/Unit Kerja lain. Sistem TNDE akan 
memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep surat keluar 
berdasarkan template/ boranq acuan Pedoman Umum Tata Naskah 
Dinas. Penomoran juga dil.akukan secara otomatis setelab dibuat 
agenda Surat Keluar, Agenda surat keluar yang telab selesai akan 
disimpan dengan pemindaian (scanning) dokumen. 

1. Agenda Surat Masuk 
Surat Masuk adaJab surat yang ditecima dari SK.PD/ Unit Kerja yang 
ditujukan kepada SK.PD/ Unit Kerja. Sistem akan melakukan 
manajemen agenda surat masuk secara otomatis, sehingga semua 
data tersimpan dalam basis data (data base). Dokumen surat masuk 
tersebut disimpan dalam aplikasi 1'NDE dengan menggunakan 
pemindai (scanner) untuk dokumen yang masuk secara fisik (hard 
copy), atau unggab berkas (up load.file) untuk dokumen yang masuk 
dalam bentuk naskab elektronik (sojtcopy). 

B.Cakupan Sistem 



1. Surat Masuk 
a. Surat-masuk diterima oleh Tata Usaha pada SKPD/Unit Kerja. 
b. Tata Usahe melakukan pencatatan data agenda surat masuk dan 

melakukan penyimpanan. 
c. Apabila surat yang diterima dalam bentuk fisik (hard copy) maka 

penyimpanan fisik surat dilakukan dengan pemindalan (scanning) 
dokumen dan apabila dalam bentuk naskab elektronik (softcopy} 
dilakukao unggah berkas (upload.file). 

d. Khusus untuk surat masuk dalam bentuk fisik (hard copy) yang 
sifatnya rahasia maka pemindaian (scanning) dokumen tidak 
diperlukao dan pengguna tujuan surat dapat melakukan 
penanganan secara langsung. 

e. Data agenda surat masuk tersimpan dalam basis data yang 
terpusat (tidak tersimpan. di komputer lokal pengguna). 

C. Pengguna tujuan surat dapat melihat dan memeriksa data 
maupun isi suratmasukyang ditujukan kepadanya. 

g. Apabila surat masuk tersebut salab elamet, terdapat Iasilitas 
khusus untuk mengembalikan ke Tata tJsaha aga.c dilakukao 
penyesuaian. 

C. Alur Kerja 

4. Pembuatan Surat dengan Template 
Pembuatan surat dengan menggunakan template/ borang acuan akan 
memberikan kemudahan dan keseragaman. Sistem TNDE 
menyediekao suatu mekanisme yang .menyatu dalam satu alur 
pembuatan agenda surat keluar. Proses melengkapi template dengan 
data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung melalui 
aplikasi penyunting teks (t.ext editor) yang disediakan di situs (web), 
tanpa harus membllka apllkasi lain. 

3. Disposisi 
Disposisi merupakan perintab atasan terhadap bawahan dalam 
menindeklenjuti surat masuk, Sistem TNDE menyediakan 
mekanisme pembuatan disposisi dan. metode koordinasi antara 
pembuat dan penerima disposisi. 

l. Agenda Surat Masuk 
Surat Masuk adalah surat yang diterima dari SKPD / Unit Kerja yang 
ditujukan kepada SKPD/ Unit Kerja. Sistem akan melakukan 
manajemen agenda swat masuk secara otomatis, sehingga semua 
data tersimpan, dalam basis data (data base). Dokumen surat masuk 
tersebut disimpan. dalam aplikasi TNDE dengan menggunakan 
pemindai (scanner} untulc dokumen yang masuk seem-a fisik (hard 
copy), atau unggab berkas (up load.file) untuk dokumen yang masuk 
dalam bentuk neskab elektronik (softcopy). 

2. Agenda Swat Keluar 
Suratkeluar adalab surat yang dibuat oleb suatn SKPD/Unit Kerja 
dan dikirim kepada SKPD/Unit Kerja lain. Sistem TNDE akan 
memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep surat keluar 
berdasarkan template/ borang acuan Pedoman Umum Tata Naskab 
Dinas. Penomoran juga dilakukan secara otomatis setelah dibuat 
agenda Surat Keluar. Agenda surat keluar yang telah selesai akan 
disimpan dengan pemindaian (scanning) dokumen. 

B. Cakupan Sistem 



2. Disposisi 
a. Alur disposisi merupakan kelanjutan dari penanganan surat 

masuk atau disposisi lanjutan. 
b. Pembuat disposisi merupakan pengguna tujuan surat yang 

menerima surat masuk pertama kali atau penerima disposisi yang 
melakukan disposisi lanjutan. - 

c. Format disposisi dilengkapi dengan keterangan perintah yang 
diberikan kepada penerima disposisi. 

d. Data disposisi yang telah diisikan akan tersimpan dalam basis 
data yang terpusat dan sistem secara otomatis akan melengkapi 
dengan lampiran dokumen surat masuk, 

e. Peogguna penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi 
periotah disposisimelalui aplikasi TNDE. 

f. Penerima disposisi harus menindaklanjuti disposisi dan 
melaporkan. pelaksanaan tiodak lanjut disposisi kepada pembuat 
disposisL 

g. Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan d.isposisi 
lanjutan kepada unit pengolah di bawahnya. 

Gambar 2. Diagram Alur Kerja SuratMasuk 
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h. Surat yang masuk clan tercatat dalam sistem selanjutnya akan 
diteruskan danditindaklanjuti oleh pejabat tujuan surat. 

i. Pejabat atau pimpinan tujuan surat memberikan disposisi melalui 
sistem kepada unit pengolah. 

j. Unit Pengolah. ·melakukan penanganan secara langsung sebagai 
tindak lanjut disposisi dengan membuat surat balasan apabila 
diperlukan, dan. surat balasan tersebut akan tersimpan dalam 
basis data komputer. 



Gambar 4. Diagram Alur kerja Surat Keluar 
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3. Surat Keluar 
a. Konsep surat dibuat oleh unit pengolah kerja yang mempunyai 

iniaiatif untuk membuat konsep surat keluar. 
b. Konsep surat dibuat dengan menggunakan template/ borang acuan 

sesuai dengan ketentuan yang mengatu:r tentang tata naskah 
dinas pada Pemecintah Daerah. 

c. Konsep surat diajukan kepada pimpinan untuk mendapat 
persetujuan/tandatangan. 

d. Surat yang telah cllsetujui oleh atasan diberi nomor sesuai dengan 
format penomoran agenda surat keluar, 

e. Surat yang telah diberi nomor agenda su.rat keluar kemudian 
clikirim dengan apllkasi TNDE ke SKPD/Unit Kerja tujuan. 

Gambar 3. Diagram Alur kerja Disposisi 
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2. Suprastruktur 
a. Pengelola TNDE adalab SKPD/unit kerja yang memiliki tugas 

pokok dan fungsi di bidaog teknologi informasi. 
b, Administrator Kabupaten adalah sumber daya m.aousia yang 

memiliki kewenangan dalaro melaknkan manajemeo data induk, 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
1) Memasukkao dataStruktur OrganisasiKabupaten. 
2) Memasukkan data Struktur Nama Jabatan di Kabupaten 

(Bupatl, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah). 
3) Melaksaoakan koordinasi dengan Administrator Lokal terkait 

pelaksanaan TNDE di masing-masing SKPD/Unit kerja. 
3) Memasukkan. data perubahan nama jabatan berdasarkan 

usulan data dari administrator Jokal dengan dilengkapi surat 
keputusan perubaban pengguna (SK. Mutasi Jabatan,SK 
Mutasi Stef, dll) yang ditetapkan oleb Instansi yang 
berweoang. 

c. Administrator lokal adalab sumber da.ya manusia yang memiliki 
kewenangan mengelola data pengguna dalam pemanfaatan 
aplikasi TNDE pada masing-masing SKPD/U.nit Kerja, mempunyai 
tugas sebagai berikut : 
1) Memasukkan data Struktur Organisasi SKPD/Onit Kerja. 
2) Memasukkan data selurub pengguna di SKPD/Unit Kerja .. 
3) Mengatur kewenangan pengguna berdasarkan level 

jabatannya. 
4) Mengusulkan data perubahan nama jabatan kepada 

Administrator Kabupaten berdasarkan surat keputusan 
perubaban pengguna (SK Mutasi Jabatan,SK Mutasi Sta.£ dll) 
yang ditetapkan oleh lnstansi yang berwenang. 

d. Stan.dar Operasional Prosedur (SOP) adaleh ketentuan yang 
dibuat untuk mengatur pembagian kewenangan pengguna pada 
masing-masing SKPD/Unit Kerja. 

1. lnfrastruktur 
a. Jaringan Komputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis 

kabel atau jaringan nirkabel ( Wireless Network) yang terkoneksi 
dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server. 

b. Komputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung 
dengan jaringan sehingga dapat mengakses aplikasi pada 
komputer induk .. 

c. Pemindai dokumen (scanner) merupakan perangkat untuk 
.melakuksn pemindaian dokumen pada komputer klien yang 
dibutuhkan pada unit pengolah. 

d. Sistem keamanan adalab sistem yang menjamin infrastruktur 
aman dari kerusakan, serangan virus, dan. penyalabgunaan 
sistem, 

E. Persyaratan 

Pengguna mempunyai tingkat kewenangan sesuai dengan level jabatan 
yang diembannya (tanggungjawabnya). 

D. Tingkat otoritas hale akses 



d. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah ketentuan yang 
dibuat untuk mengatur pembagian kewenangan pengguna pada 
masing-mssing SKPD/Unit Kerja. 

c. Administrator !okal adalah sumber daya manusia yang memillki 
kewenangan mengelola data pengguna .dalam l)CTOSDfastan 
aplikasi TlfDE pada masing-masing SKPD/Unit Kerja, mempunyai 
tugas sebagai berikut: 
1) Memasi 1kksn data Struktur Organisasi SKPD /Unit Kerjs .. 
2) Memasukkan data seluruh pengguna di SKPD /Unit Kerja. 
3) Mengatur kewenaogan pengguna berdasatkan level 

jabatannya. 
4) Meogusulkao data perubahan nama jabatao kepada 

Administrator Kabupaten berdasarkan surat keputusan 
_perubahan _pengguna (SK Mutasi Jabat.an,SK Mutasi Staf dll) 
yang ditetapkan oleh lnstansi yang berwenang. 

2. Suprastruktur 
a. Pengelola TNDE adalah SKPD/unit kerja yang roemillki tugas 

pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi. 
b. Administrator Kabupaten adalah sumber daya manusia yang 

memiliki kewenaogan dalam melakukan manajemeo data induk, 
mempunyaitugas sebagai.berikut : 
1) Memasukkan data Struktur Organisasi Kabupaten. 
2) Memasukkan data Struktur Nama Jabatan di Kabupaten 

(Bupati, Wakil Bupati, Sekretarls Daerah). 
3) Melaksanakan koordinasi dengan Administrator Lokal terkait 

pelaksanaan TNDE di masing-masing SKPD/Unit kerja. 
3) Memasukkao data perubahan. nama jabatan berdasarkan 

usulan data dari administrator lokal dengan dilengkapi surat 
keputusan perubahan _pengguna (SK Mutasi Jabatan,SK 
Mutasi Staf, dll) yang ditetapkan oJeh lnstansi yang 
berwenang. 

1. Infrastruktur 
a. Jaringan Komputer merupakan suatu sistem, jaringan berbasis 

kabel at.au jaringan nirkabel ( Wireless Network) yang terkoneksi 
dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server. 

b. Komputer klien merupakan perangkat keras yang terbubung 
dengan jaringan sehingga dapat mengakses aplikast pada 
kom_puter induk. 

c. Pemindai doknroeo (scanner) merupakan perangkat untuk 
melakukan pemindaiao dokumeo pada komputer klien yang 
dibutuhkan pada unit pengolah. 

d. Sistem kearoanan adalab sistem yang menjamio infrastruktur 
aman dari kerusakao, serangan virus, dan penyalahgunaan 
sistem. 

.Pengguna mempunyai tingkat kewenangan sesuai dengan leveljabatan 
yang diembannya (tanggung jawabnya). 

E. Persyaratan 

D. Tingkat otoritashak akses 



d, Membuat disposisi 
Sistem menyediakan mekanisme untuk membuat disposisi 
terbadap suatu agenda surat masuk. Disposisi ini merupakan 
perintah Jebih Janjut dala.m proses penanganan agenda surat 
masuk. 

c. Melihat detail agenda 
Sistem TNDE memung)dnkan setiap data agenda surat masuk dan 
fail terkait yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara 
mudah dan lengkap. 

b. Penyimpanan doku:men 
Surat masuk yang telab dicatat sebagai sebuah agenda surat 
masukdisimpan dengan dua altematif, yaitu: 

1) Pemindaian (scanning) dokumen merupakan sistem yang 
memfasilitasi pemindaian apabila dokumen diterima dala.m 
bentuk naskab asli elektronik (hard copy). 

2) File Upload dilakukan apabila surat telab diterima dalam 
bentuk salinan naskah elektronik (soft copy). 

2. Agenda Surat Masuk 
a. Masukan agenda 

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas masukan terhadap agenda 
surat masuk dan secara otomatis mencatat petugas yang 
rnelakukan masukan agenda. 
Data yang dicatat dalam aplikasi TNDE paling kurang memuat : 

1) nomor urutagenda; 
2) tanggal penerimaan; 
3) nomor tanggal dan peribal surat; 
4) tujuan surat; 
5) identitas dan alamat pengirim; 
6) sifat; 
7) ringkasan isi surat; dan 
8) tenibusan. 

c. Pemberian persetujuan konsep surat dan disposisi adalah 
roerupakan tanda tangan elektronik yang sah .menurut Undang - 
undang yang berlaku dilndonesia. 

b. Pemberian kewenangan kepada setiap pengguna, berupa masukan 
(in put) agenda surat, pemindaian dokumen, pembuatan disposisi 
dan pembuatan surat lreluar, yang diatur oleh administrator sesuai 
dengan penugasan yang diberikan. 

1. Manajemen Pengguna 
a. Data lnduk Pengguna (Master Data User) mem.fasilitasi manajemen 

data pengguna yang berupa penambaban dan/atau penon-aktifan 
pengguna serta disusun berdasarkan data kepegawaian. Menu ini 
banya dapat diakses oleb administrator kabupaten. 

A. Spesitikasi Fungsional 

Penerapan sistem TNDE secara umum harus memenuhi beberapa 
spesifikasi dasar yang bersifat fungsional dan non fungsional. 

11. SPESIFIKASI SISTEM 



5. Pencarian dokumen 
Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan dapat dicari 
berdasa.tkan kriteria pencarian yang clitentukan oleb pengguna. 
Pencarian inijuga meliputi kegiatan pencatatan agenda surat masuk, 
disposisi, dan agenda surat keluar. 

b. Penggun.aan template/ Borang Acuan dalam pembuatan konsep 
surat 
1) Template yang telab tersimpan harus terintegrasi dengan 

aplikasi TNDE sebingga proses meJengkapi surat dapat 
langsung dllakukan melalui aplikasi situs (website) tersebut 
tanpa memerlukan aplikasi editorteks (penyuntingan). 

2) Surat masuk dan surat keluar yang bersifat rabesia dan sangat 
rahasia ditangani sesuai dengan keteotuan peraturan 
_perundang-undangan, namun pencatatan agenda dan alur 
clisposisi masib dapat menggunakan alur kerja yang clisediakan 
oleh aplikasi TNDE, dirnana perbedaannya terletak pada tidak 
adanya file hasil scanning karena fisik surat tersebutJangsung 
clisampaikan pada pengguna tujuan surat, 

d. Penomoran Otomatis 
Agenda surat yang telab dibuat diberi nomor secara otomatis oleb 
sistem berdasarkan suatu format penomoran yang dlpilib. 

4. Manajemen Template/ Borang Acuan 
a. Penggunaan template/ Borang Acuan standar 

Sistem meoyediakan template/ borang acuan dengan bentuk dan 
susunan naskah d1nas surat sebagaimena tertuang dalam 
ketentuan yang mengatur tentang Tata Naskab Dinas pada 
Pemerintah Daerah yang jumlah dan jenisnya clitentukan oleb 
administrator sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sarana 
yang tersedla, 

c. Pembuatan Agenda Surat Keluar 
SKPD/Unit Kerja dapat melakukan input data agenda surat keluar 
setelab konsep surat menjadi surat final. 

3. Agenda Surat Keluar 
a. Pembuatan Konsep Surat 

Sistem menyediakan template yang mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata 
Naskab Dinas pada Pemerintab Daerah. 

b. Persetujuan Konsep Surat 
Terdapat fasilitas untuk melakukan persetujuan atasan terhadap 
konsep surat yang telah dibuat. Dalam proses persetujuan suatu 
konsep surat, dimungkinkan terjadi koreksi dan .revisi yang 
dilakukan secara berulang sampai didapat suatu konsep surat 
yang disepakati. 

e. Manajemen disposisi 
Sistem memberikan mekanisme untuk manajemen disposisi, yaitu 
mekanisme untuk pembuatan laporan pelaksanaan tindak lanjut 
terhadap disposiai yang cliterima dan pemberian arahan oleb 
perobuat disposisi atas laporan yang diterimanya. 
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4. Keamanan PeoyimpananDokumen 
Aplikasi TNDE memberikan kepastiao bahwa, dokumen yang 
tersimpan tidak tumpang tindib dengan dokumen yang sudah ada 
sebelumnya, sehingga setiap user dapat mengakses file dokumen 
yang benar. 

3. Fitur Penghapusan dan. Pembatalan, 
Aplikasi ti.dak melaku.kan penghapusan secara langsung (purge 
delete) terhadap dokumen ataupun agenda surat yang telab dibuat, 
tetapi digunakan mekanisme flag untuk menandakan status validitas 
suatu dokumen atau agenda surat. Pembatalan terhadap suatu aksi 
harus melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur oleh masing­ 
masing SKPD/Unit kerja. 

2. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna 
Aplikasi akan mencatat setiap aktivitas user yang berkaitan terhadap 
sistem. Log aktivitas ini dapat digunakan untuk melakukan 
pemeriksaan terbadap segala proses persuratan yang .memanfaatkan 
aplikasi TNDE. 

L Keamanan Aplikasi 
a. Aplikasi menjamin otentikasi pengguna yang melakukan 

pengaksesan secara minimal, mekanisme otentikasi dilakukan 
dengan menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata 
kunci (password) sehingga aplikasi dapat diakses dengan 
menggunakan kewenangan yang telah ditentukan untuk masing­ 
masingpengguna. 

b. Kat.a kunci (password) melekat pada masing-masing _pengguna 
bukan melekat pada jabatan, sehingga pada saat terjadi mutasi 
jabatan otoritas pengguna otomatis akan berpindah sesuai 
denganjabatan yang baru, 

c. Otenti.flkasi dilengkapi dengan keamanan yang menjamin bahwa 
data dimasukkan oleb pengguna bukan oleb sistem lain, 
misalkan dengan menggunakan gambar atau tuiisan Jchusus 
(capt.cha) dan/atau security questioTL 

d. Dalam akses aplikasi harus dijamin ; 
1) Aplikasi banya dapat diakaes oleh pengguna yang 

terautentijikasi. 
2) Pengguna haoya dapat mengakses menu yang menjadi 

kewenaogannya. 
3) Nama pengguna yang sama tidal< dapat digunakan secara 

paralel. 

' B. Spesifikasi Non Fungsional 


